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Abstrak

Skripsi int membahas tentang pengarul sektor ekonomi basis terhadap perumbuhan ekonomi Kota
Padang Panjang dari tahun 1997 sampai tahun 2008 . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui sektor basis Kota Padang Panjang dengan menggunakan metode LO{Location Quoent),
untuk mengetahui pengamth sektor hasis tersebut terhadap pertumbuhan ckonomi dilakukan metode
regresi linear berganda, dan untuk mengetahui tingkat signifikan dari pengaruh sektor basisi
tersebut dilakukan uji parsial{T- test). Berdasarkan perhitungan LQ), Kota Padang Panjang
memiliki lima sektor basis (dimana L= 1)vaitu; Sckior Bangunan,Scktor Listnk Gas dan
air minum,Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Sektor Keuangan,Sektor Jasa-jasa.
Berdasarkan hasil pengujian diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,985 (98,5%) yang
membuktikan bahwa sektor basis berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Dan
kelima sekior tersebut hanya Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, dan Sektor Jasa vang
berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang
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BARB L.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belukang

Nepgara Fepublik Indonesia sebagal negara kesatuan menganul asas
deseniralisasi  dalam  penvelenggaraan  pemerintahan dengan memberikan
kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelengearskan otonomi
daerah.  Menurat  Undang-undang  Dasar 1945 dikatakan bahwa  sistern
pemerintahan Negara Resatuan Republik [ndonesia memberikan keleluasaan
kepada dacrah untuk menyelengearakan otonomi dacrah.

Pemerintab daerah sebagai satuan yvang diberi wewenang untuk mengatur
diri sendiri sesuai otonomi daerah, tentu sajas membutuhkan sumber-sumber
pembiavaan vang cukup. Namun, pemerintah pusal tidak dapat memberikan
semua pembiayaan kepada dacrah, maka kepada daerah dibenkan kewajiban
dan wewenang untuk menggali sumber-sumber kevangan dacrahnva sendiri.
Utk  stw pemerintah daerah harus mempunyai  penerimasn vang
berkesinambungan, dalam arti kata harus ada dana yanz selalu diharapkan
masuk ke kas dacrah untuk melaksanakan aktivitas pemerintaban {Suparmoko,
1997).

Dengan dikeluarkanoya ULT No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah
Daerah dan UL No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan
Daerah. vang sekarang telah diubah dengan UL Neo.32 Tahun 2004 dan UL
M. 33 Tahun 2004, hal mi setidaknya membawa angin segar bagi otonomi

daerah yang merupakan kelanjutan dari pelaksanaan UU Mo, 5 Tahun 1974




tentang Pemerintahan di daerab yang merupakan produk orde baru yang sampai
sekarang undang-undang tersebut belum dilaksanakan secara murni.

Menurat Undang-undang No 22 Tabun 1999 Pasal | dikatakan bahwa
vang dimaksud denpan otonomi dacrah adalah kewenangan daerab otonom,
selanjutnya disebut daerah, untuk mengatue dan mengernes kepentingan masyarakat
selernpal menurut prakarsa sendint berdasarkan aspirast masyarakat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, Kewenangan Dacrah vang dimaksud adalah
meneakup  kewenangan  dalam selurubh bidang  pemerimahan. kecuali
kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan,
mamneter, fiskal, agama serta kewenangzan bidane lain

Pembangunan ekonomi daerab dalam era otonomi menghadapi berbagai
tantangan, balk internal maupun eksternal. Tamtangan tersebut  menuntut
adanyva pemahaman vang lengkap terhadap seluruh tamanpgan dan masalah.
Peran pemerintah  daerah sangat menentukan  kebijakan pembangunan
ekonominya.  Kesiapan dalam  perencanaan dan  pengelolaan di dalam
menggalang  berbagai pelaku, serta keseriusan dan komitmen terhadap
pelaksanaan pembangunannya. Pemerintah daerab dalam upaya memantapkan
otonomi daerah dan  persiapan menghadapi  tantangan ke depan  serla
mengupayakan pengelolaan pembangunan ekonomi dacrah vang efektif dan
efisien, dengan memanfaatkan potensi daerah dan daya dukung vang dimiliki.

Pembangunan ckonomi daerah vang diharapkan oleh UU Na. 32 tahuen
2004 adalab pembangunan ekonomi yang dicapal dengan cara memanfaatkan
potensi daerah secara optimal dengan kebijakan dan kewenangan (authority)

vang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Kesiapan daerah dalam melaksanakan
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Kesimpulan dan Saran

6.1 Kesimpulan

6.1.1 Sektor - Sektor Basis Kota Padang anjang

Sektor-sektor vang dikategorikan sebagai sekior basis adalah sektor-sektor

vang berdasarkan perhitungan Location Quetiont memiliki milai besar dari 1 (LO)

= 1). Hasil temuan empiris daerah Kota Padang Panjang selama periode analisa

diketabui sektor-sektor yang menjadi sckior basis, vaitu;

Schtor Listrik, Gas, Air Minum
scktor Listrik, Gas. Air Minum merupakan sekior basis Kota Padang
Panjang, vang merupakan seklor yang memberikan kontribusi sebesar

lerhadap PDEE Sumatera Barat yaitu sebesar 2,78 persen.

Sektor Bangunan

Pertumbuhan sektor ini di hasilkan dari berbagai pembangunan
kawasan perumaban baru,  lanjutan  pembangunan  Rumah  Sakit
Internasional.  pembangunan Minangksbau  Vilage  menjadi
“Minangkabau Miagara Fantasi [sland, pembangunan jalan umum,
lanjutan pembangunan pasar don fasilitas lainova vane dilakukan
swadava masvarakal alaupun dana pemerintah,

Selama tahun 2008 sektor ini member kontribusi vang cukup besar
untuk PDRB Padang Panjang vaitu sebesar 8,36 persen dan sedikit

menaik dari tahun 2007 yang mencapai 8,32 persen
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